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Kualitas demokrasi indonesia terus
ditingkatkan menuju demokrasi substansial,

yaitu demokrasi yang mengemban amanat
rakyat.

POLITIK DALAM NEGERI

Demokrasi
Prosedural/

Strategi Pemantapan Politik dalam
Negeri

Transaksional

Penguatan Kapasitas
Partai Politik & o
Pranata Politik Revitalisasi
- Pancasila
>
Penguatan Demokrasi di @ <
Daerah & Partisipasi Lembaga
Politik
>
> Efektif
Pemantapan Per
UU Politik
) Sistem
Demokrasi Presidensial
Substansial

Perwakilan yang

4 yang Efektif
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POLITIK DALAM NEGERI: TAHAPAN PENCAPAIAN SASARAN 2045

Penguatan Kapasitas Parpol

dan Pembangunan Pranata

Politik

* Penguatan fungsi parpol
sebagai saluran aspirasi
masyarakat kepada
pemerintah melalui lembaga
perwakilan

* Intervensi anggaran dan
kebijakan negara pada
parpol

* Peran perempuan

.

Revitalisasi Pancasila

* Pendidikan politik dan
kewarganegaraan

* Merespons politik aliran
yang kontra produktif pada
demokrasi

* Merespons ideologi
terorisme dan radikalisme

Penguatan Demokrasi di Daerah
dan Peningkatan Partisipasi
Politik
* Kepala Daerah yang efektif
dan penguatan lembaga
perwakilan daerah |

* Penguatan Masyarakat Sipil di
Daerah (Democracy Trust

* Pelibatan masyarakat dalam
proses pengambilan kebijakan

Pemantapan Per UU Politik

* Penguatan peran lembaga-
lembaga demokrasi

* Peran lembaga perwakilan dan
Presiden

*oio

Lembaga Perwakilan yang
Efektif

* Perwujudan Sistem Dua Kamar
yang Efektif

* Sistem Kepartaian yang
mengakomodasi dan
menyalurkan partisipasi politik

* Mekanisme saling kontrol
yang efektif di lembaga
perwakilan

Sistem Presidensial yang
Efektif

* Presiden yang kuat dan efektif
* Presiden yang akuntabel

TVISNVLSENS
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ERA ORBA ERA KONSOLIDASI DEMOKRASI ERA DEMOKRASI

Pemerintahan RPJPN-
Demokrasi Politik
(1999-2004) (2005-2025)

Visi RPJP/RPJM

.. o Demokrasi melalui Demokrasi yang

Transisi Politik . . . :

(1989-1999) Konsolidasi Terkonsolidasi
Demokrasi (2025)

Pemantapan _Proses Pos_itif Arah Kebijakan Pembangunan: Sy_arat Utama:
Konsolidasi Demokrasi: .- . Pemerintah yang
Struktur Politik
berdasarkan hukum

Peran Negara dan Masyarakat Birokrasi yg Profesional

Indeks Demokrasi Indonesia 2020 => Budaya dan Proses Politik

® el Hubungan Luar Negeri I(\inzr;;lestir::l i
Komunikasi dan Informasi Masy. Politik yg Mandiri
Masy. Ekonomi yg Mandiri
Kemandirian Nasional
@

Lingkungan Sosial Nasional dan Lingkungan Masyarakat Internasional
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VISI PEMBANGUNAN POLITIK 2020-2024

Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum:

(UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025)

Memantapkan kelembagaan demokrasi yang kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; menjamin
pengembangan media dan kebebasan media dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat

RPJMN 2010-2014 J
|
|

Perbaikan peran negara dan I

masyarakat melalui m :

l penguatan kapasitas OMS :
dan Parpol I

\

e o o e e e o o e o -

RPJMN 2005-2009 ° RPJMN 2015-2019
" -

Penguatan struktur politik OA® Pemantapan pelembagaan
dan pengokohan ad o nilai-nilai demokrasi dengan
kedaulatan NKRI titik berat pada prinsip-

berdasarkan Pancasila prinsip toleransi, non

diskriminasi dan kemitraan

RPJMN 2020-2024

Perwujudan konsolidasi

demokrasi pada semua

bidang kehidupan sosial
politik = tegaknya

1
|
I
1
|
|
I
1
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Penguatan Kapasitas Penguatan Kesetaraan dan Peningkatan Kualitas
Lembaga Demokrasi Kebebasan Komunikasi Publik

. Penguatan Peraturan Perundangan 1. Pendidikan Politik dan Pemilih 1. Penguatan tata kelola informasi dan
Bidang Politik secara konsisten komunikasi publik di K/L/D, serta

. Pemantapan Demokrasi Internal 2. Peningkatan Kualitas dan Kapasitas penyediaan akses dan konten
Parpol Organisasi Masyarakat Sipil 2. Peningkatan literasi TIK masyarakat

. Penguatan Transparansi dan 3. Penyelenggaraan Kepemiluan yang 3. Penguatan Peran dan Kualitas SDM
Akuntabilitas Parpol Baik Bidang Komunikasi dan Informatika,
Lembaga Pers, Penyiaran, dan

. Penguatan Penyelenggara Pemilu _
Jurnalis

KEMKdMINFO
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i MENGAPA OMS PERLU MENDAPAT PENDANAAN PUBLIK?
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N\

= OMS dibutuhkan sebagai mitra Pemerintah yang secara konstruktif mempengaruhi proses
perumusan kebijakan.

[

OMS menjadi counterbalance dari institusi demokrasi yang menjaga keseimbangan
ekosistem demokrasi (Laine: 2014), (Marta: 2017).

OMS menjadi saluran aspirasi alternatif masyarakat untuk berpartisipasi dalam perumusan
kebijakan.

Pendanaan publik dapat menjaga keberlanjutan program dan kegiatan dari OMS, mengurangi
ketergantungan terhadap donor, dan meningkatkan kemandirian.
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Sumber: Keberlanjutan Finansial dan Diversifikasi Pendanaan NGO, Knowledge Sector Initiative (KSI) 2015
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Sumber Keuangan OMS Sumber Keuangan OMS Sumber Keuangan OMS
Kabupaten/Kota Provinsi Nasional
m Swadaya ® NGO Internasional ) ) ) m Swadaya ® NGO Internasional
m Swadaya ®m NGO Internasional m Pemerintah = Lainnya
® = Pemerintah m Swasta ® Pemerintah m Swasta
® Lainnya ® Lainnya

Sumber: Keberlanjutan Finansial dan Diversifikasi Pendanaan NGO, Knowledge Sector Initiative (KSI) 2015




A

Kementerian PPN/

Bappenas

Sumber: INFID

TANTANGAN PENDANAAN OMS DI MASA PANDEMI

\dijabarkan sebagai berikut:

/Studi di masa pandemi yang dilaksanakan oleh INFID (2020) menunjukkan bahwa 72% LSM\
terkena dampak negatif pada sektor keuangan akibat pandemi COVID-19. Di mana 23%
berada pada fase kritis, yang memungkinkan mereka tidak dapat bertahan dalam waktu
yang lama dikarenakan ketergantungan pendanaan terhadap pihak eksternal dan biaya
tambahan akibat pandemi. Beranjak dari berbagai pengamatan tersebut, secara garis besar
dapat diringkas beberapa tantangan mendesak yang dihadapi pendanaan LSM, di antaranya

/

Tekanan untuk
mengurangi kapasitas
Krisis likuiditas yang operasional dengan

akut; cepat agar dapat
mempertahankan
respon;

Beban risiko keuangan
dan operasional yang

tidak proporsional
ditanggung oleh LSM
dan mitra-mitranya;

Prospek kemunduran
ekonomi yang
memengaruhi

kemampuan LSM

dalam menutupi biaya

yang diperkirakan
tidak mungkin
ditalangi oleh
bantuan hibah
pembangunan
maupun donasi

individu saat ini dan di
masa depan.




A

PANDANGAN AKADEMISI TERHADAP PROBLEMATIKA OMS

Kementerian PPN/
Bappenas

O ®

S
~

>
Dr. Amalinda Savirani Meuthia Ganie Rochman, Ph.D.
Akademisi UGM Akademisi Ul
) o
Perubahan status Indonesia dari negara Pandemi COVID-19 berdampak pada
berkembang menjadi negara perubahan organisasi dan struktur
berpendapatan menengah menyebabkan ekonomi pada OMS. Hal tersebut

banyak sumber pendanaan eksternal tidak membuat banyak OMS mengalami

bisa lagi masuk ke Indonesia. disrupsi eksistensial.

[ [

Problematika pada definisi OMS di
Indonesia yang menganut nomenklatur
Ormas. Civil Society itu harus
konstitusional, transparan, akuntabel,
partisipatif, representatif, dan ada rotasi
kekuasaan.

Terdapat permasalahan dalam pelaksanaan
Swakelola Tipe 3, antara lain kendala
administratif bagi OMS dan keraguan
Pemerintah untuk menggunakan mekanisme
swakelola tipe 3.
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CATATAN RPERPRES PENDANAAN OMS (DANA ABADI)

OMS memiliki peran
penting dalam
pembangunan dan
demokratisasi, yaitu
sebagai pelaku
pemberdayaan
masyarakat, advokasi
kebijakan, dan kontrol
sosial.

Dana abadi OMS
merupakan salah satu
upaya penguatan peran
OMS sekaligus untuk
menciptakan iklim
demokrasi yang lebih
berkualitas.

Deputi V KSP secara
khusus menekankan
pentingnya mewujudkan
dana abadi OMS sebagai
arahan Presiden Joko
Widodo dalam
peningkatan kualitas
demokrasi. Kebijakan
mengenai dana abadi
OMS memerlukan payung
hukum berupa Peraturan
Presiden tentang Dana
Abadi OMS dan
diupayakan dicantumkan
dalam dokumen RKP
2023.

Rapat Koordinasi Persiapan Pembentukan Dana Abadi Organisasi Masyarakat Sipil (Khusus Unsur Pemerintah)

13 Desember 2021

(Kementerian PPN/Bappenas, Kantor Staf Presiden, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan
Keamanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM)

Apabila disetujui,
pengelolaan keuangan
dana abadi OMS
diusulkan menggunakan
mekanisme Badan
Layanan Umum (BLU),
seperti halnya Dana Abadi
Pendidikan yang dikelola
oleh Lembaga Pengelola
Dana Pendidikan (LPDP).

17
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ALUR PENYUSUNAN RPERPRES PENDANAAN OMS (DANA ABADI)

Penyusunan naskah urgensi RPerpres
yang memuat latar belakang, tujuan dan
kegunaan, arah dan jangkauan
pengaturan, ruang lingkup pengaturan,
analisis PUU terkait, dll

Penyusunan draf awal rancangan
RPerpres oleh internal Pemrakarsa

Pengajuan RPerpres dengan mekanisme
Izin Prakarsa ke Presiden melalui Setneg

Penyampaian RPerpres ke Presiden untuk
penetapan melalui Setneg

RPerpres yang sudah disepakati dan
diparaf bersama oleh K/L terkait, dilanjuti
dengan pengharmonisan, pembulatan,
dan pemantapan konsepsi Rperpres
dikoordinasikan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang hukum

Apabila izin prakarsa disetujui oleh
Presiden, dilakukan pembentukan Panitia
Antar Kementerian (PAK) dan/atau
antarnonkementerian oleh pemrakarsa
atau pengusul







